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Di Indonesia konsep revolusi hijau diformulasikan dengan Panca Usaha Tani dimana 
konsep tersebut adalah Pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas 
unggul;Pemupukan yang teratur; Pengairan yang cukup; Pemberantasan hama secara intensif; 
danTeknik penanaman yang lebih teratur. Konsep ini merupakan pintu masuk industri 
perbenihan di Indonesia tumbuh subur. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang 
Sistem Budidaya Tanaman yang  mewajibkan adanya uji multilokasi di 5 provinsi dan 
masing-masing provinsi di 5 kabupaten. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi para petani 
rentan untuk dikriminalisasikan serta digugat di pengadilan.Kedaulatan Pangan dapat tercapai 
apabila kedaulatan benih dapat diwujudkan. Program Kedaulatan Pangan sendiri menjadi 
salah satu Nawacita (sembilan cita-cita) politik Presiden Ir. Joko Widodo untuk mewujudkan 
kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah 
sebagai berikut : Bagaimanakah Analisis Perlindungan Hukum bagi Petani Pemulian Benih 
Tanaman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/ 2012? Bagaimana Politik 
Hukum Pembenihan Pasca Putusan MK Nomor 99/PUU-X/ 2012 tentang Pemuliaan Benih 
Tanaman didalam mewujudkan Kedaulatan Pangan? 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  atau penelitian hukum doktrinal.  
Hal ini dikarenakan penelitian ini mengkaji secara yuridis mengenai Putusan MK Nomor 
99/PUU-X/2012 Tentang Pemuliaan Benih Tanaman. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  99/PUU-X/2012 Tentang  Pemuliaan Benih 
Tanaman telah memberikan  perlindungan  terhadap petani kecil yang melakukan pemuliaan 
benih tanaman  guna kepentingan komunitasnya tanpa harus melakukan uji multi lokasi 
terlebih dahulu.   Kedua, Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Ketiga, Menolak permohonan para Pemohon 
untuk  selain dan selebihnya. Politik Hukum Kedaulatan Pangan  belum sepenuhnya terwujud 
baik pada sektor regulasi undang-undang maupun kebijakan teknis dibawahnya. Hasil 
Judicial Review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman 
belum menjamin terwujudnya Kedaulatan Benih ditingkat petani. Industri benih tanaman di 
Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan benih terlebih oleh perusahaan PMA 
(Penanaman Modal Asing). Pada sisi regulasi Isu Kedaulatan Pangan masih pada tataran 
rencana revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi undang-
undang Kedaulatan Pangan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 



















In Indonesia the concept of green revolution formulated by Panca Usaha Tani where 
the concept is Selection and use of superior seeds or varieties; Regular fertilization; 
Watering enough; Intensive pest control; and planting technique more regularly. This 
concept is the entrance of seed industry in Indonesia flourish. Law No. 12 of 1992 on Plant 
Cultivation System that requires a multi-location trials in five provinces and each province in 
five districts. This is certainly an obstacle for farmers vulnerable to being criminalized and 
sued in court. Food Sovereignty can be achieved if the seed sovereignty can be realized. 
Food Sovereignty program itself became one Nawacita (nine ideals) political President Ir. 
Joko Widodo to achieve economic independence, by moving the strategic sectors of the 
domestic economy.  Based on the background of the problems that have been described, then 
the problem is formulated as follows : How Analysis of Legal Protection for Plant Seed 
breeding Farmer Post Constitutional Court Decision No. 99/PUU-X/2012? How Seedling 
Law Politics Post Constitutional Court Decision No. 99/PUU-X/2012 About Breeding Seed 
Plants in realizing Food Sovereignty? 
This research is a normative legal or doctrinal legal research. This is because the 
research examined legally on Constitutional Court Decision No. 99/PUU-X/2012 About Seed 
Plant Breeding.  
Constitutional Court Decision No. 99/PUU-X/2012 About Breeding Plant Seed has 
provided protection against small farmers who plant seed breeding for the benefit of the 
community without having to make multi-location test beforehand. Second, order the 
publication of this decision in the Official Gazette of the Republic of Indonesia; Third, 
Rejecting the petition for besides and beyond. Food Sovereignty legal policy has not been 
fully realized both on sector regulation law or technical policy below. Results of Judicial 
Review of Law Number 12 of 1992 on Plant Cultivation System Seed Sovereignty can not 
guarantee the realization of the farmer. Crop seed industry in Indonesia is still dominated by 
seed companies first by a foreign company (Foreign Investment). On the regulatory side issue 
of food sovereignty is still at the level of the planned revision of Law No. 18 Year 2012 on 
Food becomes law Food Sovereignty included in the National Legislation Program Year 
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